"t KOTA DUMAI g%

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 440/DINKES-SEKRT/043
NOMOR : 415.4/KS/PKS/2022/048
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
S KESEHATAN

DAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BPJ
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas pulan Januari tahun Dua Ribu Dua

Pul\*h Dua (12—01-'2.022), bertempat di Kota Dumai kami yang

» & ’%r’éandatangan di bawah ini:
*’#I. MUHAMMAD FAHRI Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas

Kesehatan 'Kabupaten Kepulauan Meranti,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang

telah diberikan Kuasa untuk Penandatanganan

PERJANJIAN KERJA SAMA oleh Bupati

Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Kuasa

001/HK/SKK/1/2022, tanggal 11

Nomor
Januari 2022 dan berkedudukan di Jalan
Kesehatan Nomor 24 Selat Panjang Kabupaten
Kepulauan Meranti, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
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II. RIDHONALDI . Selaku Direktur Ru

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK d

mah Sakit Umum Daerah

Kota Dumai, dalam hal ini bertindak untuk dan

emerintah Kota Dumai yang telah

untuk Penandatanganan

atas nama P

diberikan Kuasa

PERJANJIAN KERJA SAMA oleh Walikota
Dumai berdasarkan Surat Kuasa Nomor
4]5.4/KS/SK/2022/007, tanggal 11 Januari
2022 dan berkedudukan di Jalan Tanjung Jati
Nomor 4, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan

Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau 28812,

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
selanjutnya secara bersama-sama

an secara sendiri-

sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi,

PARA PIHAK terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang memiliki pelayanan kesehatan

dan peralatan-peralatan kesehatan secara tepat guna dan sumber daya

benar terlatih, siap, berpengalaman, terampil dan

manusia yang benar-
rikan pelayanan kesehatan untuk

mampu untuk menangani/membe

PIHAK KESATU;
PIHAK KEDUA dapat memberikan pelayanan kesehatan Rujukan dari

Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

dan dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti serta dari Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama
ak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak

(FKTP) di Kota Dumai dan sekitarnya, kepada

masyarakat yang tid

ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan menggunakan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang pembiayaannya

menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran

2022;
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3. Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menggunakan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan

memanfaatkan APBD  Kabupaten  Kepulauan Meranti  pada

Kepulauan Meranti Tahun 2022,

Dinas Kesehatan Kabupaten
pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana

dimaksud huruf pada (a) dan (b), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

perlu membuat suatu Perjanjian Kerja Sama;
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang

-+,
mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan;

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai adalah salah satu bentuk

sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan

rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang yang diharapkan

senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat;
6. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda penduduk (KTP) adalah

masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Kartu Tanda

Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang memerlukan

tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit Rujukan.

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan

perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi

keperluan observasi,
ainnya tanpa menginap di ruang

medik, atau pelayanan medis |
perawatan.

8. Pelayanan Gawat Darurat/Emergency
tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi

adalah pelayanan kesehatan

resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan
dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya
diluar jam kerja pada hari libur.

Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien

menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
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10. P ' , ,
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan

11.

12.

13.

14.

yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ru aw ,
ang rawat khusus adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

diman: 51 ir i
ana pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus

yang meliputi ruang rawat Intensif.
lFarif adalah tarif yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan kesehatan

yang diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk
7D ’ . p > ’ : 2
(KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan diagnosa penyakit yang

ditetapkan dan indikasi medis, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan

Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan

Kesehatan Badan Lavanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis

. P : ’ ’ v 8
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pada kondisi tertentu dengan

persetujuan Komite Medik dapat dibiayvai sesuai dengan kebutuhan

medis.

Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti adalah petugas yang telah

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap
administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan Peserta Jaminan

Kesehatan Daerah yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kabupaten Kepulauan Meranti.

PARA PIHAK telah mengadakan kesepakatan aw
a tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah

al yang dituangkan

dalam Kesepakatan Bersam
Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti,

dengan Nomor:
u, Nomor : 7/KSB/111/2021

r: 8/HK/MOU/III/2021
. PLLW-PKS/100/TAPEM-

Pemerintah Provinsi Ria
pemerintah Kabupaten Siak, Nomo

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor

KS/2021/02
- Pemerintah K
Pemerintah Kabupate
pemerintah Kota Dumai, Nomo

abupaten Bengkalis, Nomor : 03/KB/KS/111/2021
n Rokan Hilir, Nomor : 590/KB/2021/01
& 415.4/Adm-KSD/KSB/2021/002
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- Pemerintah Kabupaten Meranti, Nomor : 100/Tapem/111/2021/27

15.PARA PIHAK scpakat menindak lanjuti kerja sama dalam rangka

mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak

memiliki jaminan kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh bpjs

kesehatan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

kabupaten kepulauan meranti.

Oleh karena itu berdasarkan pernyataan-pernyataan dan kesepakatan-
kesepakatan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling

mengikatkan diri dalam

PERJANJIAN KERJA SAMA, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

SAE R R

o

10.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/068/1/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat

Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan

Pihak Ketiga;

Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia =~ Nomor

302/MENKES/SK/111/2018 tentang Harga Obat Generik;
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9 Tahun 2016

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
Kabupaten

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
n dan

atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentuka

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif

12. Peraturan Walikota Dumai
Layanan Umum Daerah pada Unit

Pelayanan Kesehatan Badan

Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dumai;
or 86 Tahun 2018 tentang

13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nom
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Bupati Kepulauan Meranti Nomor

kator Pelayanan
Jaminan

14. Surat Keputusan
531/HK/KPTS/XII/2021 tentang Pengangkatan Verifi
Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki

Kesehatan dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Tahun 2022.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana dan pelayanan
an Kartu Tanda Penduduk (KTP)

kesehatan pasien yang menggunak
ara cepat, tepat waktu, tepat jumlah

Kabupaten Kepulauan Meranti sec
dan tepat sasaran;

Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap

2.
pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten
Kepulauan Merantioleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai
ketentuan yang berlaku;

3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap

fasilitas kesehatan;
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Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pasien yang
menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan

Meranti di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
Rujukan pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang
menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan

Meranti;
Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi

Kesehatan dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi
Kabupaten Kepulauan

an dengan

Prosedur Pelayanan

pasien yang

menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Meranti, termasuk mengantar jenazah sampai ke Pelabuh

menggunakan ambulans, dengan terlebih dahulu mengkonfirmasikan hal

tersebut kepada PIHAK KESATU;
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD Kota Du

pelayanan rawat inap/ akomodasi rawat inap pada kelas III;
HAK KEDUA dalam

mai merupakan

Jenis pelayanan serta tarif yang digunakan PI
perjanjian ini adalah sebagaimana ditetapkan oleh

Dumai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayana
Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis R

Peraturan Walikota
n Kesehatan Badan
umah Sakit Umum

Daerah Kota Dumai;

Jenis Pelayanan Kesehatan adalah kasus rujukan pasien yang

menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan

Meranti baik rawat inap maupun rawat jalan;
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6. Pembiayaan 1 (satu) orang petugas pendamping,

1 (satu) orang

pendamping rujukan dan pasien yang menggunakan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang dirujuk ke RSUD
Arifin Achmad Provinsi Riau menjadi tanggungan PIHAK KESATU yang
dibayarkan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh RSUD Kota Dumai
(kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang
petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti
Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit

menerangkan  tentang  hal  tersebut dan terlebih dahulu

mengkonfirmasikan kepada PIHAK KESATU melalui Kontak Person yang
ada dan hal ini juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada
PIHAK KESATU);

Dalam memberikan pengobatan terhadap pasien yang menggunakan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus
diutamakan pemakaian obat generic sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I /2010 Tentang
Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
436/MENKES/SK/11/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat
Generik, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan
penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan
syarat diketahui oleh Komite Medik RSUD Kota Dumai. Pemakaian obat-
obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Kepulauan Meranti ini harus menggunakan obat-obatan yang

tersedia pada RSUD Kota Dumai, sehingga pasien tidak dibebankan

untuk membeli obat dengan Resep Luar;
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8. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten
RSUD Kota

Kabupaten

Kepulauan Meranti mendapatkan pelayanan kesehatan di
Dumai dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK)/Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Kepulauan Meranti dan surat rujukan dari Puskesmas
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti mau

dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti atau surat kontrol dari RSUD
Kesehatan Tingkat

pun

Kota Dumai, atau surat rujukan dari Fasilitas
Pertama (FKTP) yang ada di Kota Dumai dan sekitarnya. Pasien dalam
keadaan gawat darurat (EMERGENCY) tidak diwajibkan membawa surat
rujukan dan apabila pasien tersebut belum dapat menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga
(KK)/Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Kepulauan Meranti maka
dapat diberikan waktu 4 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitas
tersebut;

9. Penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti kepada PIHAK
KEDUA disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III kecuali pelayanan
Intensif;

10. Penggantian biaya pengembalian pasien yang meninggal dunia ke tempat
asal menggunakan ambulans dengan penggantian biaya sesuai tarif yang
berlakudi RSUD Kota Dumai dengan melampirkan berkas ditambah

dengan Surat Keterangan Kematian dan bukti penggunaan ambulans.

PASAL 3
PENUNJUKAN
PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan
kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
(RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pelayanan Gawat Darurat dan
One Day Care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan

pelayanan medis.
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PASAL 4

SASARAN
Sasaran penerima pelayanan adalah pasien yang men
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang

memperoleh pengobatan/perawatandi RSUD Kota Dumai.
m Daerah Kota Dumai

ggunakan

Sasaran penerima dan adalah Rumah Sakit Umu

yang memberikan pelayanan kepada pasien yang menggunakan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan besaran

dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelay
tan dan barang habis pakai yang

anan yang diberikan,

jumlah hari inap serta obat, alat keseha
digunakan.
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN
PIHAK KESATU berhak untuk:
a. Melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya pelayanan kesehatan

yang diberikan PIHAK KEDUA dengan cara antara lain mendapatkan
entang fasilitas PIHAK KEDUA, kunjungan
jenis tindakan medik, jenis obat-

data dan informasi t
pasien, jumlah hari rawat inap,
obatan, biaya perawatan dan biaya pengobatan;

b. Memeriksa Medical Record dan bukti pelayanan pasien, apabila

diperlukan;
c. Memberikan tegur

KEDUA apabila

penyimpangan terhadap

an dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK
PIHAK KESATU menemukan terjadinya

pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA
dalam perjanjian ini;

d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 2

(dua) kali tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA.
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9. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

a pelayanan atas pelayanan kes
pasien

aten Kepulauan

UA dan telah

a. Membayar klaim biay ehatan yang
telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada yang
akan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabup
HAK KED

n Meranti;
dibayar kepada

menggun
Meranti, sesuai tagihan yang diajukan oleh PI

diluluskan oleh Verifikator Kabupaten Kepulaua

b. Mengirimkan bukti transfer serta kwitansi yang

PIHAK KEDUA;
c. Bersama-sama PIHAK KEDUA, melakukan sosialisasi penggunaan
obat generik, jenis pelayanan, prosedur pelayanan dan tata cara
pengajuan klaim.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk:
pasien

as pelayanan kesehatan bagi
(KTP) Kabupaten

pelayanan

a. Mengajukan klaim pembayaran at
Tanda Penduduk

yang menggunakan Kartu
p PIHAK KESATU atas

Kepulauan Meranti terhada

kesehatan yang telah diberikan;

aran dari PIHAK KESATU atas biaya
enggunakan

b. Memperoleh pembay pelayanan
kesehatan yang telah diberikan bagi pasien yang m
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. Melakukan Kklarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan
biaya dan realisasi pembayaran klaim;

n balik atas hasil monitoring dan ev

dari PIHAK KESATU.

d. Memperoleh umpa aluasi tentang

kepesertaan, pelayanan kesehatan

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. Menyediakan fasilitas pengobatan/ perawatan bagi pasien yang

menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan

Meranti;
b. Melayani pasien ¥
Kabupaten Kepula

duduk (KTP)

ang menggunakan Kartu Tanda Pen
gan standar

uan Meranti dengan baik sesuai den
dan prosedur pelayanan kesehatan serta sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
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C.

Harus men
gutam( < . :
akan pemakaian obat generik dalam melayani pasien

an
;epila::: gl\i:;ant?nk Kart.u Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten
dibutuhkan peng ,u ecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang
digunakan dengang e O_bat paten maka obat tersebut boleh
Dumai. Selain it Syarat dlkfrtahui oleh Komite Medik RSUD Kota
, Pemakaian obat-obatan untuk pasien yans
E::agf:;n:::; }::tu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan
. at-obatan yang tersedia pada RSUD Kota Dumai,
sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep
Luar;
Merujuk ke rumah sakit rujukan yang menjadi Pem
Kesehatan 2 (RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dan RS Awal Bros

Grup) apabila menurut PIHAK KEDUA pasien memerlukan pelayanan
menggunakan Kartu

beri Pelayanan

lanjutan sesuai dengan kebutuhan pasien yang

Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
g fasilitas PIHAK KEDUA,

Menyediakan data dan informasi tentan
p, termasuk medical record

kunjungan pasien, jumlah hari rawat ina
dan bukti pelayanan pasien;
Memberikan jawaban atau tanggap
peringatan PIHAK KESATU,
Bertanggung jawab terhadap k
diajukan kepada PIHAK KESATU;
Dalam kondisi gawat darurat pasien y

penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus
KEDUA dan kelengkapan administrasi dapat disusul dalam waktu

4 X 24 jam hari kerja;
Mengajukan tagihan ata
menggunakan Kartu Tand

Meranti paling sedikit per sa
ministrasi untu

tas pelayanan yang telah diberikan PIHAK

an tertulis atas teguran dan atau
ebenaran klaim dan bukti klaim yang

ang menggunakan Kartu Tanda
dilayani PIHAK

s biaya pelayanan kesehatan pasien yang
a Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan
tu bulan pelayanan;

Melengkapi dokumen ad k pengajuan permohonan

penggantian biaya/klaim a
KEDUA dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 12 dari 19
PIHAK I:
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1)

2)

Pelay s
yanan Kesehatan (RITL, RJTL, UGD dan ICU)

Rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 (RSUD

Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepul
Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti,
Surat Rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan
atau RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti atau Surat Kontrol

dari RSUD Kota Dumai atau surat rujukan dari FKTP di Kota
untuk  pasien gawat

auan

Dumai dan sekitarnya, kecuali
darurat/emergency tidak diperlukan surat rujukan;
Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani
Direktur RSUD Kota Dumai atau Petugas yang berwenang;

Faktur - faktur pendukung pelayanan kesehatan yang telah
diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Arifin Achmad

Provinsi Riau dan RS Awal Bros Grup)

Surat rujukan dari RSUD Kota Dumai;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepula
Surat Perintah Tugas (SPT) bagi petugas pendam
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah divisum atau

ditanda tangani oleh RSUD Arifin Achmad atau RS Awal Bros
ta Dumai;

Kabupaten Kepulauan
uan Meranti;

ping rujukan;

Grup bagi petugas pendamping dari RSUD Ko

Bukti Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara yang digunakan

untuk merujuk pasien;
Bukti Penginaparn;
Laporan Perjalanan Dinas;

rat Keterangan Kematian untuk kasus pemulan
akit apabila

gan jenazah;

Su
t Keterangan dari Pimpinan Rumah S

Sura
dibutuhkan lebih dari 1 (satu) orang petugas pendamping

pasien ruj ukan.

PARAF
PIHAK II:

Hal 13 dari 19
n
PIHAK I: %
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k. Menyimpan berk
'l . " . i i
s e kas dokumen administrasi yang telah diverifikasi dan
ersedia  menviaplk ji
nylapkan berkas tersebut scwaktu-Wﬂktu jika

dibutuhkan,.
PASAL 6
PENGAJUAN KLAIM DAN CARA PEMBAYARAN

. PIHAK KEDUA mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU paling sedikit
per satu bulan pelayanan;

. Klaim PIHAK KEDUA yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal
ini kemudian diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti
dan dibayarkan PIHAK KESATU setelah berkas tagihan secara lengkap
diterima oleh PIHAK KESATU berdasarkan persediaan keuangan yang
ada pada PIHAK KESATU,

. Klaim PIHAK KEDUA yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan
ketentuan dikembalikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling
Jambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima PIHAK
KESATU dan melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA paling

lambat 4 (empat) hari kerja setelah berkas tagihan di terima PIHAK

KEDUA;
. Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada

PIHAK KEDUA melalui pemindah bukuan/transfer ke rekening PIHAK

KEDUA dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sejak berkas tagihan

diterima dan dinyatakan lengkap;

. Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas

dialamatkan kepada :
BLUD RSUD KOTA DUMAI

Nama
Alamat JALAN TANJUNG JATI NOMOR 4,
KELURAHAN BULUH KASAP, KECAMATAN DUMAI
TIMUR, KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU 28812
Bank BANK RIAU-KEPRICABANG DUMAI

No. Rekening 10-40-20013-9

Hal 14 dari 19
PIHAK I:
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;. Apabila PIHAK KES :
ATU tidak dapat membayar klaim kepada PIHAK

KEDUA pada tah
1 tahun "
anggaran perubahan rltbc‘Jalan, maka pembayaran dibebankan pada
atau ad c .
tambahan; pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya

7. Biaya pengiriman kelengk
gkapan Surat P _ .
tanggung oleh PIHAK KEDUA ertanggung jawaban (SPJ) di

PASAL 7
TARIF PELAYANAN
gesarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA
adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 19
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum

Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dumai.

PASAL 8

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI
a PARA PIHAK dapat

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar
tronik ke alamat sebagai

disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elek

berikut:

PIHAK KESATU

Penghubung Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Alamat Jalan Kesehatan Nomor 24 Selat panjang Kota Kabupaten
Kepulauan Meranti

Telepon 08126804926

Faks : -

Email : -

PIHAK KEDUA .

Penghubung Kasi Pelayanan Medis

Alamat Jalan Tanjung Jati Nomor 4, Kelurahan Buluh Kasap,
Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
28812 .

Telepon 085365411111 (dr. Deny Apriyandra)

Faks - .

Email RSUDpelayanan@yahoo.co.1d

Hal 15 dari 19
PIHAK I: -?
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Setiap pemberitahuan  da; satu P
disampaikan langsung secara was IHAK kepada PIHAK lainnya, yang
dilanjutkan dan disampaikan den atau melalui telepon atau email akan'
surat. gan pemberitahuan secara tertulis melalul
 Apabila terjadi
’ mimbeﬁta?luka:e::czzatn ala.mat’ maka PIHAK yang bersangkutan wajib
PIHAK lainnya, paling el:rl:l])s R oy Fooaan L epace
terjadinya perubahan a]amatat 14 (empat belas) hari kerja sebelum
tersebut. Selama pemberitahuan perihal
perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari
PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat

sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif selama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani s/d 31 Desember 2022.

9. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya
apabila hendak memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
ini;

3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan s

tahuan dari

ebelum

jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberi

berakhirnya
rjanjian Kerja

PIHAK KESATU untuk memperpanjang Jangka Waktu Pe

Sama, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul

sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikant erlebih dahulu secara

musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PIHAK I:

PARAF
PIHAK II: f L

Hal 16 dari 19
4
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PASAL 11

KEADAA
L | N MEMAKSA (FORCE
|, Yang dima sud dengan ke d MAJEURE)
< \a

aan mem X :

5 aksa (selanjutnya disebut “Force
atu keadaan y
kesalahan atau kekuaga

'7’ _'7! P - i
Majeure”) adalah gy
ang teriadi -

g terjadinya diluar kemampuan,

an PARA PIH
yang mengalami tidak dapat mel kAK dan yang menyebabkan PIHAK
aKs

pelaksan anakan atau terpaksa menunda

meliputi bencana .
P a alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun

yang t,ld‘ak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum,

kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah

T L —_ 2.‘ | yang berpengaruh secara
o ; perjanjian ini;

9. Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang
terhalang u.ntuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh
PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK
yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat
terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan
dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure
tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan

sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana

diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure

berakhir;

3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga

melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan

melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk

meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
4 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai
akibat terjadinya peristiwa Force

jawab PTHAK yang lain.

Majeure bukan merupakan tanggung

Hal 17 dari 19 .
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PASAL 12
0 palam hal PIHAK KEDUA st
. . secara
pagai berikut: nyat i
s g t: a terbukti melakukan hal-hal
a. Tidak melayani pasien ya
i ng men
TP) K ggunak
(K ) .abupaten Kepulauan Meranti o f(artu Tanda Penduduk
sebagai PPK dan atau; i sesuai dengan kewajibannya
p. Tidak memberi o
kan fasilitas dan pelayanan k
yang menggunakan Kartu T esehatan kepada pasien
anda Penduduk (K
: TP
Kepulauan Meranti sesuai dengan haknya d (KTP) Kabupaten
Mengklaim biaya an atat;
pelayanan keseh .
atan ti i tari
+an alayanies yang dibesikan dak sesuai tarif kesepakatan
Maka PIHAK KESA
TUberhak untuk menangguhkan pembayaran atas

ihan bi
:é;m 1aya I_’elay anan kesehatan yang telah diajukan oleh PIHAK
, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh PARA
PIHAK.

9. Dalam hal PIHAK KESATU secara nyata tidak melakukan pembayaran
dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PIHAK KEDUA berhak
menangguhkan pemberian pelayanan kepada tertanggung PIHAK
KESATU.

PASAL 13
PENUTUP

an Kerja Sama ini akan diatur

PARA PIHAK yang dituangkan
tambahan (addendum) yang
isahkan dari

1. Hal-hal yang pelum diatur dalam Perjanji

dan ditetapkan perdasarkan
g dalam kesepa

u kesatuan dan me

kesepakatan

katan

secara tertuli
njadi bagian tidak terp

merupakan sat

a Sama ini;
an Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerj
2. Apabila terjadi perbedaan penafs

i, maka penyelesaiannya

ah untuk mufakat gesual

iran dalam pelaksana

dilakukan bersama-
dengan ketentuan peraturan

sama dengan card

musyawar:

Dipindai dengan CamScanner



SEPULUM RIBU RUPIAH

KEPULAUAN M ini di
ERANTI ini dibuat dan ditandatangani di Dumai pada hari

dan tan :
ggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

.~ PIHAK KEDUA
s 0§
=)
S

1; METERAI /|
©=| TEMPEL /' /
E9G26AIX246542991
RIDHONALDI

Hal 19 dari 19
PIHAK L:

PIHAK II:

Dipindai dengan CamScanner



